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Over the years, the rise of digital economy has confused countries in 
their efforts to tax foreign companies without physically presence within 
their jurisdiction. One of the potential tax revenues that have not been 
optimally digging comes from the digital sector. The digital economy 
sector has enormous potential along with the rapid development of 
information and communication technology, especially the internet. 
This digital economy market is dominated by internet-based services 
commonly called Over The Top (OTT) services and is filled with global 
content owned by foreign companies. This article argues the provisions 
of taxation for foreign OTT lending providers in England, Australia, 
India, and Japan. This research used a qualitative non-case study 
approach. This study outlines the strengths and weaknesses of each 
alternative. 

Dalam tahun-tahun terkini, kebangkitan ekonomi digital telah 
membingungkan negara-negara dalam upaya mereka untuk 
mengenakan pajak perusahaan asing yang tanpa kehadiran fisik. Salah 
satu potensi penerimaan pajak yang belum digali secara optimal 
berasal dari sektor digital. Sektor ekonomi digital memiliki potensi yang 
sangat besar seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi 
dan komunikasi, khususnya internet. Pasar ekonomi digital ini 
didominasi oleh layanan berbasis internet yang biasa disebut layanan 
Over The Top (OTT) dan dipenuhi dengan konten global yang dimiliki 
oleh perusahaan asing. Artikel ini mengemukakan ketentuan 
perpajakan untuk penyedia pinjaman OTT asing di Inggris, Australia, 
India, dan Jepang.  Artikel ini disusun menggunakan pendekatan 
kualitatif non-studi kasus. Penelitian ini menguraikan kelebihan dan 
kelemahan masing-masing alternatif yang digali dari beberapa negara 
tersebut yang sudah melakukan praktik pemajakan terhadap OTT asing.



PERBANDINGAN ALTERNATIF ASPEK PEMAJAKAN BAGI 
PENYEDIA LAYANAN OVER THE TOP ASING 
Ardiansyah, Nurhidayati 

Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.1, No.1, (2019), Hal.43-52 

Page 44 
 

1. PENDAHULUAN  
 
 

Era digital membawa tantangan tersendiri bagi 
dunia perpajakan. Salah satu faktor penyebab 
kegagalan pencapaian target penerimaan pajak adalah 
belum optimalnya penggalian potensi penerimaan 
pajak yang ada, di antaranya yaitu potensi pada sektor 
ekonomi digital. Sebagaimana dikutip BBC Indonesia 
(13 Juni 2017), pendapatan iklan internet di Indonesia 
sebesar US$830 juta (Rp11 triliun) dan diperkirakan 
setengahnya berasal dari Google. Namun, Google 
Indonesia hanya membayar pajak berdasarkan fee 
sebesar 4% dari pendapatan iklan di Indonesia yang 
diterima Google Indonesia sebagai kantor perwakilan 
Google yang berpusat di California. Perkiraan pajak 
perusahaan Google dapat mencapai Rp437,5 miliar per 
tahun.  

Untuk mengejar pajak dari para penyedia layanan 
OTT asing pemerintah dapat belajar dari pengalaman 
negara lain yang menerapkan kebijakan unilateral 
seperti Inggris, Australia, dan India. Ketiga negara 
tersebut berhasil memajaki perusahaan raksasa 
teknologi seperti Google dan Facebook. Pertama, 
terdapat Diverted Profits Tax (DPT) yang berlaku di 
Inggris. Pajak ini merupakan jenis pajak baru dan bukan 
PPh badan sehingga tidak menyalahi ketentuan 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pajak 
ini hanya dikenakan jika perusahaan OTT diketahui 
membuat BUT di negara lain yang tarif PPh-nya di 
bawah 80% dari tarif PPh badan Inggris. Dengan 
peraturan tersebut, Inggris memaksa Google untuk 
membayar 130 juta poundsterling atau setara Rp2,2 
triliun sebagai utang pajak sejak 2005 (CNN Indonesia, 
20 September 2016). Kedua, terdapat contoh dari 
Australia yang memberlakukan undang-undang anti 
penghindaran pajak perusahaan multinasional 
(Multinational Anti-Avoidance Law/MAAL). Bendahara 
Pemerintah Australia Scott Morrison mengungkapkan 
bahwa Australia akan menerima tambahan 
penerimaan dari pajak Google hingga A$2 miliar atau 
sekitar Rp20,5 triliun, sejak berlakunya MAAL pada 
akhir 2015 lalu (DDTCNews, 23 Maret 2017). 
Selanjutnya, pemerintah Australia juga mengumumkan 
penerapan DPT yang mulai berlaku pada 1 Juli 2017 
dengan tarif pajak sebesar 40%. Ketiga, terdapat skema 
Equalisation Levy yang diterapkan oleh India. Direktur 
Perpajakan Internasional John Hutagaol sebagaimana 
diberitakan dalam Tempo.co (19 Januari 2017) 
mengatakan bahwa pemerintah India berhasil menarik 
pajak Google dengan skema Equalisation Levy bagi 
perusahaan digital. Kementerian Keuangan India 
membentuk skema ini di luar undang-undang PPh 
untuk memungut pajak dari transaksi iklan lewat 
Google Adsense, yang disebut Google Tax. Setiap 
entitas yang memasang iklan lewat perusahaan digital 
dengan Google Adsense wajib membayar pajak 6% 
kepada pemerintah. Selain ketiga alternatif tersebut, 
pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan 
optimalisasi PPN sesuai rekomendasi Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) 
dalam BEPS Action Plan 1: 2015 Final Report untuk 
mengejar potensi penerimaan PPN atas transaksi 

barang dan jasa digital yang selama ini masih banyak 
yang lolos dari pemajakan. Untuk itu, pemerintah perlu 
mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan PPN. 
Perubahan ini dilakukan untuk mewajibkan penyedia 
layanan OTT asing mendaftarkan usahanya sehingga 
dapat memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas 
transaksinya dengan konsumen Indonesia. Artikel ini 
mendiskusikan bagaimana Inggris, Australia, dan India 
serta revisi peraturan PPN untuk optimalisasi 
penerimaan pajak yang dilakukan Jepang dalam 
memajaki over the top tersebut. 

 

2. KERANGKA TEORI  
 

2.1. Teori Manfaat 

Teori manfaat (benefit theory) menurut Klaus 
Vogel sebagaimana dikutip Pinto (2003, 18) 
mendasarkan hak pemajakan pada keseluruhan 
manfaat dan layanan yang negara berikan kepada 
wajib pajak yang berhubungan dengan suatu negara. 
Berdasarkan teori manfaat, pajak dianggap sebagai 
harga yang harus dibayar oleh wajib pajak atas semua 
layanan yang diberikan oleh negara. Negara dimana 
penghasilan dihasilkan seharusnya mendapatkan 
kompensasi atas semua biaya penyediaan barang 
publik yang telah dikeluarkan. Manfaat yang diberikan 
oleh negara-negara sumber menurut Reuven S. Avi 
Yonah sebagaimana dikutip Pinto (2003, 19) dapat 
berupa manfaat umum maupun khusus. Manfaat 
umum yang diberika oleh negara sumber dapat berupa 
layanan pendidikan, kesehatan, kepolisian, keamanan, 
dan pertahanan. Sementara itu, manfaat khusus yang 
diberikan oleh negara sumber misalnya menyediakan 
struktur peradilan yang kondusif dan berkepastian 
hukum, menjaga nilai tukar mata uang yang stabil, dan 
mempertahankan tingkat suku bunga yang relatif 
rendah sehingga mendorong kondisi ekonomi yang 
stabil, persaingan bisnis yang kondusif, dan tingkat 
kepercayaan konsumen yang tinggi. Teori manfaat ini 
mendukung pemajakan atas penghasilan yang diterima 
oleh wajib pajak luar negeri oleh negara sumber. 
Negara sumber telah menghabiskan biaya untuk 
menyediakan sebagian besar atau semua manfaat yang 
terkait perolehan penghasilan wajib pajak luar negeri. 
Oleh karena itu, hak pemajakan harus diberikan 
kepada negara sumber sebagai kompensasi kepada 
pemerintah. 

2.2. Tax Treaty 

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax 
treaty menurut Hutagaol (2000, 5) adalah perjanjian 
pajak antara dua negara bilateral yang mengatur 
mengenai pembagian hak pemajakan atas penghasilan 
yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah 
satu atau kedua negara pihak pada persetujuan. 
Pembagian hak pemajakan tersebut diatur dengan 
tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya 
pengenaan pajak berganda. Pencegahan pajak 
berganda tersebut diatur dengan membatasi hak 
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pemajakan dari negara sumber atas penghasilan yang 
timbul dari wilayah yuridiksinya. Hal-hal yang diatur  

 

dalam tax treaty di antaranya adalah subjek pajak yaitu 
pengaturan terhadap Subjek Pajak Dalam Negeri, 
Subjek Pajak Luar Negeri, dan BUT, objek pajak yaitu 
penghasilan atas kegiatan usaha, penghasilan atas 
penjualan saham dan aset, dividen, bunga, royalti, dan 
penghasilan atas jasa tertentu, jenis pajak, tarif, kondisi 
khusus lainnya yang secara umum menjadi sengketa 
atau rentan terjadi pemajakan berganda, serta 
prosedur dalam melaksanaan Mutual Agreement 
Procedure (MAP), Exchange of Information (EOI), dan 
bantuan penagihan pajak. Kewenangan tax treaty 
Indonesia diatur dalam Pasal 32A UU PPh yang 
menjelaskan bahwa “pemerintah berwenang untuk 
melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain 
dalam rangka penghindaran pajak berganda dan 
pencegahan pengelakan pajak.” Sesuai dengan 
penjelasan pasal tersebut, kedudukan tax treaty adalah 
lex specialist terhadap undang-undang domestik. 
Artinya, jika ada ketentuan undang-undang domestik 
yang bertentangan dengan ketentuan tax treaty maka 
yang dimenangkan adalah ketentuan tax treaty. 

2.3. Framework untuk Mengevaluasi Pilihan 

OECD (2015, 134-135) menjelaskan prinsip-
prinsip yang harus diperhatikan dalam rangka 
mengevaluasi pilihan dalam pemajakan ekonomi 
digital. Dalam mengevaluasi pilihan tersebut, tidak ada 
satu prinsip yang lebih diutamakan daripada prinsip-
prinsip lainnya. Evaluasi atas pilihan dalam pemajakan 
ekonomi digital harus dilakukan dengan 
mempertimbangkan semua prinsip yang ada. Prinsip-
prinsip tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Neutrality: Pajak harus berusaha netral dan setara 
antar bentuk-bentuk aktivitas bisnis. Tidak terdapat 
diskriminasi perlakuan perpajakan antara transaksi 
dalam kegiatan ekonomi digital dan model bisnis 
konvensional yang serupa proses bisnisnya.  

b. Efficiency: Manfaat dari penerapan kebijakan pajak 
harus lebih tinggi dari biaya adopsinya, termasuk 
biaya transisi dan implementasi. Evaluasi efisiensi 
pilihan kebijakan harus mempertimbangkan 
apakah kebijakan yang ada saat ini masih dapat 
diterapkan, atau sudah tidak bisa mengikuti 
kemajuan teknologi.  

c. Certainty and simplicity: Peraturan pajak yang 
mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak 
untuk mengantisipasi konsekuensi pajak dari 
transaksi dan membantu otoritas pajak dalam 
mengevaluasi kepatuhan. Sistem pajak yang 
sederhana juga cenderung membuat biaya 
kepatuhan lebih rendah dan menghasilkan sistem 
perpajakan yang lebih efisien.   

d. Effectiveness and fairness: Pajak yang dikenakan 
harus dilakukan pada jumlah dan waktu yang tepat. 
Pengenaan pajak juga harus mempertimbangkan 

pihak yang mungkin akan menanggung beban 
tertinggi dan proporsinya.   

e. Flexibility and sustainability: Pilihan kebijakan tidak 
hanya berdasarkan pada kemampuan pilihan 
mengatasi tantangan pajak di lingkungan saat ini,  
 
tetapi untuk sejauh mungkin mengingat sulitnya 
memprediksi perkembangan masa depan. 
Kebijakan pajak harus cukup fleksibel dan dinamis 
untuk menyesuaikan diri dengan masa depan 
perkembangan bisnis dan teknologi.   

f. Proportionality: Pilihan kebijakan harus 
memperhatikan dampak yang mungkin timbul. 
Pilihan kebijakan sebaiknya disesuaikan dengan 
ruang lingkup tantangan khusus yang akan 
dihadapi. 
 

3.    METODE PENELITIAN  

Penelitian ini disusun dengan pendekatan 
kualitatif non studi kasus. Sumber data Data primer 
berupa hasil wawancara diperoleh dari wawancara 
mendalam (in-depth interview) kepada perwakilan 
perumus kebijakan, pengguna kebijakan, dan praktisi 
atau akademisi. Daftar informan dan alasan 
pemilihannya adalah sebagai berikut: (1) Ramzil Huda, 
Pelaksana Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan 
Internasional I, Direktorat Perpajakan Internasional, 
DJP, Ramzil yang bertugas dengan fokus pada tax 
treaty ini pernah terlibat dalam perumusan beberapa 
peraturan terkait perpajakan internasional, termasuk 
peraturan terkait layanan OTT, (2) Ardian Rulli 
Kristianto, Account Representative di Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi II, KPP Badan dan Orang 
Asing, Ardian mengawasi secara langsung administrasi 
perpajakan Google Asia Pacific, (3) Aji Witono, Kepala 
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Tiga. Aji sebelumnya 
merupakan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, 
KPP Badan dan Orang Asing yang menangani 
administrasi perpajakan perusahaan teknologi 
multinasional asing seperti Facebook Singapore, 
Google Asia Pacific, dan Kakao Corporation, (4) Anung 
Andang Wiratama, Account Representative di Seksi 
Pengawasan dan Konsultasi IV, KPP Wajib Pajak Besar 
Dua. Anung yang sebelumnya pernah bertugas di 
Direktorat Perpajakan Internasional, Kantor Pusat DJP 
saat ini mengawasi administrasi perpajakan 
perusahaan mulitinasional di KPP Wajib Pajak Besar 
Dua, (5) Ardian Rulli Kristianto, Account Representative 
di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, KPP Badan dan 
Orang Asing, Ardian mengawasi secara langsung 
administrasi perpajakan Google Asia Pacific, (6) Iman 
Santoso, mitra di kantor konsultan Ernst & Young dan 
dosen di Universitas Indonesia. Iman memiliki keahlian 
dalam administrasi dan kebijakan fiskal dan perpajakan 
internasional. Iman pernah menangani perusahaan-
perusahaan multinasional seperti Reuters dan 
Lockheed Martin, (7) Andreas Adoe, peneliti 
perpajakan internasional di Ortax Indonesia dan dosen 
di Universitas Indonesia. Andreas memiliki pengalaman 
bekerja di DJP dan pernah menjadi peneliti senior di 
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International Bureau of Fiscal Documentation (IBF, (8) 
Anang Mury Kurniawan, pengajar di Pusdiklat Pajak 
dan Politeknik Keuangan Negara STAN. 

Sementara itu, data sekunder dalam penelitian 
berupa data dan informasi dari buku, tesis, jurnal, 
laporan, berita, dan peraturan terkait perpajakan 
internasional khususnya terkait pemajakan bagi 
penyedia layanan OTT asing. 

4. HASIL PENELITIAN  
 

4.1. Alternatif Pemajakan bagi Penyedia Layanan OTT 
Asing 

4.1.1. Diverted Profit Tax, Inggris 

DPT yang mulai berlaku pada 1 April 2015 ini 
diperkenalkan dalam Finance Act 2015 untuk 
mencegah dan melawan aktivitas pengalihan 
keuntungan dari Inggris. DPT dimaksudkan untuk 
menyasar perusahaan multinasional besar yang 
melakukan perencanaan untuk menghindari atau 
mengurangi pajak atas keuntungan yang dihasilkan 
atau terhubung dengan Inggris. Otoritas pajak Inggris, 
Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) dapat 
mengenakan pajak dengan tarif 25% (lebih tinggi dari 
tarif normal) atas keuntungan yang dialihkan ke luar 
negeri. DPT merupakan pajak denda (penal tax) untuk 
mendorong perusahaan merestrukturisasi pengaturan 
bisnis yang relevan sehingga keuntungannya tidak 
dialihkan dari Inggris.  

Evaluasi DPT ini dari aspek neutrality, jika dilihat 
dari sisi ekonomis, penerapan DPT cukup memenuhi 
prinsip netralitas karena dapat membuat para 
penyedia layanan OTT asing harus membayar pajak di 
Inggris. Dengan demikian, para penyedia layanan OTT 
asing tidak akan lagi diuntungkan dari sisi pajak 
dibandingkan dengan penyedia OTT domestik yang 
selama ini sudah membayar pajak. Dengan adanya 
DPT, penyedia layanan OTT asing dan penyedia layanan 
OTT domestik dapat menanggung beban pajak dalam 
jumlah yang relatif sama. Dari sisi persamaan 
perlakuan antar bentuk bisnis, penerapan DPT kurang 
memenuhi prinsip netralitas. Hal ini dikarenakan DPT 
tidak menggunakan prinsip perpajakan internasional 
yang berlaku umum dalam memajaki penghasilan yang 
diterima oleh subjek pajak luar negeri. Selain itu, DPT 
hanya menyasar pajak pada perusahaan besar tertentu 
(targeted). 

Dari aspek efficiency dapat digambarkan untuk 
menerapkan DPT otoritas pajak Inggris melakukan 
perubahan terhadap sistem tekonologi dan informasi 
serta penambahan jumlah pegawai. HMRC dalam Tax 
Information and Impact Note Diverted Profits Tax 
menyatakan bahwa untuk menerapkan DPT diperlukan 
perubahan terhadap sistem tekonologi dan informasi 
dengan biaya sekitar £300 ribu dan penambahan 
jumlah pegawai dengan biaya sekitar £2,3 juta untuk 
tahun 2015/2016 hingga 2016/2017 dan £1 juta untuk 
tahun-tahun setelahnya. Bagi otoritas pajak, 
penerapan DPT dapat meningkatkan biaya administrasi 
(administration cost) karena petugas pajak harus 

menilai struktur pengaturan dan transaksi bisnis wajib 
pajak tertentu yang memenuhi kriteria DPT. Petugas 
pajak harus menentukan apakah pengaturan dan 
trasnsaksi bisnis wajib pajak termasuk ke dalam ruang 
lingkup DPT sebelum mengeluarkan surat 
pemberitahuan awal dan ketetapan pajak. Selain itu, 
biaya administrasi bagi otoritas pajak juga dapat 
meningkat karena adanya potensi sengketa dan 
gugatan dari wajib pajak yang cukup besar akibat 
adanya ketidakpatian dalam ketentuan DPT. Pada 
tahap selanjutnya, biaya administrasi bagi otoritas 
pajak akan semakin murah jika setelah dikeluarkan 
surat ketetapan atau secara sukarela wajib pajak 
melakukan restrukturisasi pengaturan bisnisnya untuk 
menaati peraturan pajak, misalnya dengan 
membentuk BUT di Inggris. Hal ini dapat terjadi karena 
perusahaan besar biasanya cenderung patuh ketika 
sudah ada peraturan yang jelas. Dengan demikian, 
otoritas pajak akan lebih mudah melakukan 
pengawasan wajib pajak sehingga tidak menimbulkan 
biaya administrasi yang tinggi. Sementara itu, wajib 
pajak juga akan mengalami peningkatan biaya 
kepatuhan (compliance cost) karena harus meninjau 
ulang pengaturan dan transaksi bisnisnya yang 
mungkin dapat menjadi subjek DPT. Dengan ketentuan 
DPT yang cukup kompleks ini wajib pajak akan kesulitan 
untuk melakukan sendiri pekerjaan tersebut sehingga 
membutuhkan bantuan konsultan pajak. Selanjutnya, 
wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan 
terkait dengan pengaturan dan bisnisnya yang mungkin 
dapat menjadi subjek DPT tersebut kepada otoritas 
pajak.  Pada tahap selanjutnya, biaya kepatuhan bagi 
wajib pajak dapat menjadi lebih murah jika 
dibandingkan dengan ketiadaan peraturan yang jelas 
sehingga dapat menimbulkan sengketa dengan 
otoritas pajak. Wajib pajak dapat menanggung biaya 
kepatuhan yang lebih mahal ketika harus mengadapi 
pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan upaya 
penegakan hukum lainnya untuk menyelesaikan 
sengketa dengan otoritas pajak. Selain itu, wajib pajak 
yang tidak patuh pada ketentuan perpajakan juga 
dapat menerima tanggapan yang tidak baik dari 
masyarakat yang dapat berpengaruh buruk pada 
reputasinya. Selanjutnya dari sisi certainty and 
simplicity, ketentuan DPT dapat dikatakan cukup 
kompleks dan tidak sederhana. Penerapan DPT 
dilakukan dengan beberapa pengujian yang 
membutuhkan judgement oleh petugas pajak 
berdasarkan fakta dan kondisi yang tersedia. 
Kewenangan tersebut akan menimbulkan 
ketidakpastian bagi wajib pajak mengenai kewajiban 
pajak yang harus dipenuhinya. Bagi otoritas pajak, 
penentuan suatu pengaturan transaksi bisnis wajib 
pajak yang dapat dikenakan DPT juga bukan hal yang 
mudah. Dibutuhkan data dan informasi yang akurat 
terkait pengaturan dan transaksi bisnis wajib pajak agar 
otoritas pajak tidak salah mengambil keputusan. 
Skema pengaturan dan transaksi wajib pajak yang 
berbeda-beda dan sering berubah juga menambah 
kesulitan dalam pengujian kepatuhan oleh otoritas 
pajak.  Ditinjau dari aspek effectiveness and fairness, 
DPT dirancang untuk mendorong perusahaan besar 
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untuk mengubah perilaku yang bertujuan 
meminimalkan kewajiban pajak melalui penggunaan 
contrived arrangement, atau mereka harus membayar 
pajak dengan tarif yang lebih tinggi (25%) daripada tarif 
pajak penghasilan badan (20% pada saat itu). DPT ini 
tidak ditargetkan secara khusus pada sektor atau 
perusahaan tertentu, melainkan pada perilaku dan 
pengaturan skema transaksi tertentu. Efektivitas 
penerapan DPT dapat dilihat dari penerimaan pajak 
yang diterima sebagai hasil dari surat ketetapan DPT 
yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dan tambahan 
jumlah penerimaan pajak penghasilan badan yang 
dikumpulkan dari perusahaan yang mengubah 
perilakunya karena penerapan DPT. Pemerintah Inggris 
merilis informasi di website resminya yang 
menunjukkan bahwa pada tahun 2015/2016 DPT 
menghasilkan peneriman pajak sebesar £31 juta. 
Selanjutnya, pada periode tahun 2016/2017 DPT 
menghasilkan peneriman pajak sebesar £281 juta, 
dimana £138 juta di antaranya dikumpulkan dari 
penerbitan surat ketetapan DPT. Sementara itu, aspek 
fairness dari penerapan DPT dapat dilihat dari pihak 
yang menanggung beban pajak akhir dan proporsinya. 
Dalam hal ini, pihak yang menanggung beban DPT 
adalah perusahaan yang dapat disimpulkan dengan 
dasar yang kuat telah melakukan penghindaran pajak. 
Mereka harus menanggung konsekuensi atas 
penghindaran pajak yang dilakukannya dengan 
membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi 
daripada tarif pajak perusahaan normal. Wajib pajak 
tidak akan dikenakan DPT jika tidak dapat disimpulkan 
dengan dasar yang kuat oleh otoritas pajak bahwa 
pengaturan transaksi bisnisnya bertujuan untuk 
menghindari pajak di Inggris. Dengan demikian, 
penerapan DPT cukup memenuhi prinsip fairness.  

Tinjauan dari sisi flexibility and sustainability, DPT 
cukup memenuhi prinsip fleksibilitas karena mengatur 
ketentuanketentuan yang substansial terkait 
penghindaran pajak dalam menentukan kewajiban 
pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang 
terlibat dalam suatu pengaturan dan skema transaksi 
tertentu. Ketika suatu kondisi tertentu terpenuhi maka 
DPT dapat berlaku tanpa harus melihat model bisnis 
wajib pajaknya. Namun, jika dilihat dari sudut padang 
global, sustainability DPT ini akan dipengaruhi oleh 
perkembangan perpajakan internasional terkait 
ekonomi digital. DPT yang berlaku saat ini lebih tepat 
untuk dijadikan solusi jangka pendek sehingga ketika 
konsensus perpajakan internasional terkait ekonomi 
digital tercapai, kemungkinan besar DPT akan 
ditinggalkan. Selanjutnya dari aspek proportionality, 
penerepan DPT dapat dilihat dari ruang lingkup dan 
dampak yang mungkin timbul. DPT memiliki ruang 
lingkup yang luas dan tidak terbatas pada perusahaan 
berbasis digital saja. DPT lebih menyasar kepada 
perusahaan global besar dengan perilaku dan 
pengaturan skema transaksi tertentu yang bertujuan 
menghindari pajak di Inggris. Sementara itu, dampak 
yang mungkin timbul dari penerapan DPT yaitu 
menurunnya daya saing dalam dunia usaha Inggris. 
Dari survei Tax Journal (2015) kepada direktur dan 

kepala perpajakan perusahaan-perusahaan besar, 71% 
reponden berpendapat bahwa penerapan DPT telah 
menurunkan daya saing perpajakan Inggris, dengan 
sejumlah perhatian pada tindakan sepihak Inggris 
dalam memperkenalkan pajak baru bisa menyebabkan 
pajak berganda, ketidakpastian, dan kerumitan. 
Sementara itu, sebanyak 21% responden percaya 
bahwa penerapan DPT tidak menurunkan daya saing 
pajak Inggris secara signifikan, sebanyak 8% repsonden 
menyatakan bahwa penerapan DPT dibutuhkan untuk 
memastikan perusahaan membayar pajak dengan 
jumlah yang wajar. Dampak lain yang mungkin 
dihadapi pada penerapan DPT yaitu kemungkinan 
besar untuk mendapatkan tantangan dan gugatan dari 
dunia usaha. Sebagai contoh, perusahaan distributor 
minyak dan gas Glencore Energy telah mengajukan 
judicial review atas surat ketetapan pajak yang 
dikeluarkan oleh otoritas pajak Inggris dengan alasan 
pengujian yang dilakukan oleh HMRC tidak benar, 
HMRC tidak memberikan alasan yang memadai pada 
penghitungan DPT, dan penghitungan DPT yang tidak 
masuk akal. 

4.1.2. Multinational Anti-Avoidance Law dan Diverted 
Profits Tax, Australia  

Berbeda dengan Inggris yang menerapkan DPT 
untuk melawan penghindaran pembentukan BUT 
(permanent establishment avoidance) dan skema 
pengalihan laba lainnya sekaligus, Australia memilih 
untuk melawan penghindaran pajak tersebut secara 
bertahap. Australia menetapkan MAAL terlebih dahulu 
pada tahun 2015 untuk melawan permanent 
establishment avoidance. Kemudian, baru pada 1 Juli 
2017 Australia memberlakukan DPT untuk melawan 
skema pengalihan laba lainnya. Perbedaan lainnya 
yaitu Australia menempatkan MAAL dan DPT dalam 
General AntiAvoidance Rule (GAAR) UU PPh. Hal ini 
berbeda dengan Inggris yang menempatkan DPT di luar 
UU PPh. MAAL dirancang untuk melawan penggerusan 
basis pajak Australia oleh perusahaan multinasional 
yang menggunakan artificial/contrived arrangements 
untuk menghindari atribusi laba usaha ke Australia 
melalui taxable presence di Australia. Berdasarkan 
ketentuan MAAL, setiap perusahaan multinasional 
yang ditemukan menghindari pajak Australia harus 
membayar kembali pajak terutang (ditambah bunga) 
dan denda hingga 100% dari pajak terutang. 

Evaluasi dari aspek neutrality, perlakuan antar 
bentuk bisnis, MAAL dan DPT dianggap belum 
memenuhi prinsip netralitas karena tidak 
menggunakan prinsip perpajakan internasional yang 
berlaku umum. Selain itu, MAAL dan DPT hanya 
menyasar wajib pajak tertentu. Jika dilihat dari sisi 
ekonomis, penerapan MAAL dan DPT cukup memenuhi 
prinsip netralitas karena membuat penyedia layanan 
OTT asing harus membayar pajak atas penghasilan 
yang diperoleh dari Australia, sama halnya dengan 
penyedia layanan OTT domestik. Dengan demikian, 
para penyedia layanan OTT asing tidak lagi 
diuntungkan dari sisi beban pajak dibandingkan 
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dengan penyedia layanan OTT domestik. Hal ini dapat 
menciptakan persaingan yang lebih sehat dalam pasar 
ekonomi digital. 

Selanjutnya dilihat dari sisi efficiency, Tax 
Avoidance Taskforce ini berperan penting terhadap 
keberhasilan penerapan MAAL dan DPT. Pemerintah 
Autralia telah menganggarkan Tax Avoidance Taskforce 
sebesar A$679 juta selama empat tahun. Sama halnya 
dengan DPT Inggris, penerapan MAAL dan DPT 
Australia juga dapat meningkatkan biaya administrasi 
karena petugas pajak harus menilai struktur 
pengaturan dan transaksi bisnis wajib pajak tertentu 
yang memenuhi kriteria. Petugas pajak harus 
menentukan apakah pengaturan dan trasnsaksi bisnis 
wajib pajak termasuk ke dalam ruang lingkup MAAL 
dan DPT sebelum mengeluarkan surat pemberitahuan 
awal dan ketetapan pajak.  Pada tahap selanjutnya, 
biaya administrasi bagi otoritas pajak akan semakin 
murah jika setelah dikeluarkan surat ketetapan atau 
secara sukarela wajib pajak melakukan restrukturisasi 
pengaturan bisnisnya untuk menaati peraturan, 
misalnya dengan membentuk BUT di Australia. Hal ini 
dapat terjadi karena perusahaan besar biasanya 
cenderung patuh ketika sudah ada peraturan yang 
jelas. Dengan demikian, otoritas pajak akan lebih 
mudah melakukan pengawasan terhadap wajib pajak 
sehingga tidak menimbulkan biaya administrasi yang 
tinggi. Sementara itu, wajib pajak juga akan mengalami 
peningkatan biaya kepatuhan karena perlu meninjau 
ulang pengaturan dan transaksi bisnisnya yang 
mungkin dapat menjadi subjek MAAL dan DPT. Dengan 
ketentuan MAAL dan DPT yang cukup kompleks ini 
wajib pajak akan kesulitan untuk melakukan sendiri 
pekerjaan tersebut sehingga membutuhkan bantuan 
konsultan pajak. Namun, wajib pajak tidak diwajibkan 
menyampaikan pemberitahuan terkait dengan 
pengaturan bisnisnya yang mungkin dapat menjadi 
subjek MAAL dan DPT tersebut kepada otoritas pajak.  
Pada tahap selanjutnya, biaya kepatuhan bagi wajib 
pajak dapat menjadi lebih murah jika dibandingkan 
dengan ketiadaan peraturan yang jelas sehingga dapat 
menimbulkan sengketa dengan otoritas pajak. Wajib 
pajak dapat menanggung biaya kepatuhan yang lebih 
mahal ketika harus mengadapi pemeriksaan bukti 
permulaan, penyidikan, dan upaya penegakan hukum 
lainnya untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas 
pajak. Selain itu, wajib pajak juga dapat menerima 
tanggapan yang tidak baik dari masyarakat yang dapat 
berpengaruh pada reputasinya. Dari segi certainty and 
simplicity, ketentuan MAAL dan DPT dapat dikatakan 
cukup kompleks dan tidak sederhana. Penerapan 
MAAL dan DPT dilakukan dengan beberapa pengujian 
yang membutuhkan judgement oleh petugas pajak 
berdasarkan fakta dan kondisi yang tersedia. Oleh 
karena itu, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian 
bagi wajib pajak mengenai jumlah dan saat terutang 
pajaknya. Bagi otoritas pajak, untuk menentukan suatu 
pengaturan transaksi bisnis wajib pajak dapat 
dikenakan MAAL dan DPT juga tidak mudah. 
Dibutuhkan data dan informasi yang akurat terkait 
pengaturan dan transaksi bisnis wajib pajak agar 

otoritas pajak tidak salah mengambil keputusan. 
Skema pengaturan dan transaksi wajib pajak yang 
berbeda-beda dan sering berubah juga menambah 
kesulitan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak.   

Otoritas pajak Australia merilis informasi tentang 
dampak positif pada perilaku wajib pajak setelah 
berlakunya MAAL yang menyatakan bahwa banyak 
perusahaan multinasional e-commerce terbesar yang  

mau memindahkan pengakuan pendapatan penjualan 
mereka ke Australia. Selanjutnya, aspek fairness dari 
penerapan MAAL dan DPT di Australia cukup 
terpenuhi. Dalam hal ini, pihak yang menanggung 
beban pajak dari MAAL dan DPT adalah perusahaan 
yang melakukan penghindaran pajak. Konsekuensi dari 
tindakan penghidaran pajak tersebut adalah 
perusahaan harus membayar pajak dengan tarif pajak 
yang lebih tinggi ditambah dengan denda.   

Sama halnya dengan Inggris, MAAL dan DPT 
Australia cukup fleksibel karena mengatur ketentuan-
ketentuan yang substansial terkait penghindaran 
pajak. MAAL dan DPT dapat berlaku ketika suatu 
kondisi tertentu terpenuhi tanpa harus melihat model 
bisnisnya. Dengan demikian, perkembangan teknologi 
yang dapat mengubah model bisnis wajib pajak masih 
dapat dijangkau oleh MAAL dan DPT selama ketentuan 
substansialnya terpenuhi. MAAL dan DPT juga akan 
lebih sustainable karena adanya fleksibilitas dalam 
menghadapi perkembangan teknologi dan model 
bisnis wajib pajak. Namun, sustainability MAAL dan 
DPT ini juga akan dipengaruhi oleh perkembangan 
perpajakan internasional terkait ekonomi digital. MAAL 
dan DPT yang lebih tepat untuk solusi jangka pendek 
kemungkinan besar akan ditinggalkan ketika konsensus 
perpajakan internasional terkait ekonomi digital sudah 
tercapai.  

Sebagaimana DPT Inggris, MAAL dan DPT Autralia 
juga memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak 
terbatas pada perusahaan berbasis digital saja. MAAL 
dan DPT juga menyasar perusahaan besar yang 
memenuhi persyaratan tertentu (targeted) yang 
melakukan penghindaran pajak.  Sementara itu, 
dampak yang mungkin timbul dari penerapan MAAL 
dan DPT yaitu menurunnya daya saing dunia usaha. 
Selain itu, terdapat kemungkinan menghadapi gugatan 
oleh wajib pajak yang cukup besar. 

4.1.3. Equalisation Levy, India  

 Equalisation Levy diperkenalkan dalam Chapter 
VIII Finance Act 2016 tanggal 14 Mei 2016. Equalisation 
Levy didefinisikan sebagai pajak yang dipungut atas 
penerimaan pembayaran atau piutang untuk jasa-jasa 
tertentu (specified services) berdasarkan ketentuan 
Chapter VIII Finance Act 2016. Pajak ini tidak menjadi 
bagian dari Income Act, 1961.  Pada tanggal 27 Mei 
2016, toritas pajak India, Central Board of Direct Taxes 
(CBDT) mengeluarkan Equalisation Levy Rules, 2016 
yang menjadi aturan pelaksanaan Equalisation Levy. 
Equalisation Levy mulai berlaku efektif 1 Juni 2016 
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dengan tarif 6% atas penerimaan pembayaran atau 
piutang untuk jasa-jasa tertentu. 

Sebelum berlakunya Equalisation Levy, penyedia 
layanan OTT asing menikmati unfair advantage 
dibandingkan dengan penyedia layanan OTT domestik. 
Sementara penyedia layanan OTT domestik harus 
membayar pajak dengan tarif tertentu, penyedia 
layanan OTT asing bisa bebas dari pemajakan di negara 
sumber karena tidak memiliki keberadaan fisik di 
negara sumber. Hal ini dapat menyebabkan penyedia 
layanan OTT domestik sulit untuk bersaing dengan 
penyedia layanan OTT asing karena harus menanggung 
beban pajak yang lebih tinggi.  Dilihat dari sisi 
ekonomis, penerapan Equalisation Levy dapat 
memenuhi prinsip netralitas karena dapat 
menyetarakan beban pajak yang ditanggung oleh 
penyedia layanan OTT domestik dan penyedia layanan 
OTT asing. Dengan demikian, penyedia layanan OTT 
asing dan domestik dapat bersaing pada kondisi yang 
sama (level playing field). 

4.1.4. Optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai, Jepang 

Pada tahun 2015 Jepang mengubah sebagian 
ketentuan dalam Japan Consumption Act dengan 
perubahan pada pajak konsumsi atas penyerahan jasa 
lintas negara seperti distibusi konten digital. Kebijakan 
optimalisasi PPN ini dari segi netralitas dapat dilihat 
bahwa pengenaan PPN pada transaksi penyediaan 
barang dan jasa digital oleh penyedia layanan OTT 
asing dapat menciptakan level playing field antara 
penyedia layanan OTT asing dan domestik. PPN tidak 
akan lagi menjadi faktor pertimbangan konsumen 
dalam memanfaatkan barang dan jasa elektronik dari 
penyedia layanan OTT asing. Hal ini dapat menciptakan 
persaingan usaha yang lebih sehat antara penyedia 
layanan OTT asing dan domestik sehingga dapat 
mendukung perkembangan industri ekonomi digital 
nasional. 

Dari sisi efisiensi, pengumpulan PPN pada 
transaksi B2C barang dan jasa digital dari konsumen 
akhir ke penyedia layanan yang memiliki fasilitas dan 
tekonologi tinggi dapat mendukung tercapainya 
efisiensi. Dengan adanya dukungan pelaporan secara 
elektronik, penyedia layanan OTT asing yang sudah 
familiar dengan teknologi informasi tidak akan 
mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban 
administrasi PPN. Dengan demikian, wajib pajak tidak 
akan menanggung biaya kepatuhan pajak yang tinggi. 
Bagi otoritas pajak, skema pengukuhan penyedia 
layanan OTT asing sebagai pemungut PPN ini akan 
mempermudah tugas dalam pengawasan kepatuhan 
wajib pajak atas transaksi penyerahan barang dan jasa 
digital kepada konsumen Indonesia. Otoritas pajak 
tidak lagi harus mengawasi konsumen orang pribadi 
yang jumlahnya sangat banyak dengan nilai transaksi 
yang tidak cukup besar. Dengan demikian, otoritas 
pajak dapat berfokus pada pengawasan penyedia 
layanan OTT asing yang memiliki kewajiban untuk 
mengadministrasikan PPN atas transaksinya dengan 
konsumen Indonesia. 

Ketentuan PPN terkait penyerahan barang dan 
jasa digital cukup sederhana sehingga dapat 
memberikan kepastian bagi wajib pajak. Hampir semua 
negara memiliki pajak atas konsumsi yang relatif sama 
dalam hal mekanisme pemenuhan kewajiban PPN-nya. 
Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi penyedia  

layanan OTT asing yang ditunjuk sebagai pemungut 
PPN untuk beradaptasi dengan sistem perpajakan di 
negara-negara pasar. Untuk lebih dapat memberikan 
kepastian, otoritas pajak dapat mengumumkan 
informasi dan ketentuan pajak yang relevan di situsnya 
sehingga dapat membantu penyedia layanan OTT asing 
dalam pemenuhan kewajiban PPN-nya. 

4.2. Perbandingan Berbagai Alternatif Pemajakan 

Secara umum, semua alternatif pemajakan bagi 
penyedia layanan OTT asing di Indonesia tersebut 
telah cukup memenuhi prinsip-prinsip kebijakan 
pajak. Namun, masih terdapat beberapa prinsip 
kebijakan pajak yang masih kurang terpenuhi, 
terutama yaitu neutrality, certainty and simplicity, dan 
proportionality. Alternatif DPT Inggris, MAAL dan DPT 
Australia, dan Equalisation Levy India kurang 
memenuhi prinsip neutrality karena tidak 
menggunakan prinsip umum perpajakan internasional 
yang berlaku dan hanya menyasar wajib pajak 
tertentu. Selain itu, alternatif DPT Inggris serta MAAL 
dan DPT Australia juga kurang memenuhi prinsip 
certainty and simplicity karena ketentuan 
peraturannya yang kompleks dan terdapat 
ketidakpastian yang cukup tinggi. Sementara itu, 
Equalisation Levy kurang memenuhi prinsip 
proportionality karena memiliki ruang lingkup yang 
tidak cukup besar dengan hanya menyasar 
pembayaran pada transaksi B2B iklan online yang 
diterima oleh penyedia layanan OTT asing. Meskipun 
secara formal berada di luar tax treaty, DPT dan 
Equalisation Levy secara material mengatur ketentuan 
yang sama dengan tax treaty. Hal ini dapat 
menyebabkan ketentuan DPT dan Equalisation Levy 
mengesampingkan ketentuan tax treaty (treaty 
override). Selain itu, penerapan DPT dan Equalisation 
Levy dapat menimbulkan pajak berganda. Sementara 
itu, penerapan alternatif optimalisasi PPN tidak akan 
menimbulkan treaty override karena PPN tidak berada 
dalam ruang lingkup tax treaty.  

Dari sisi tantangan penerapan alternatif 
pemajakan di Indonesia terkait dengan peraturan 
perundang-undangan, penerapan DPT Inggris dan 
Equalisation Levy India memerlukan pembentukan 
undang-undang perpajakan baru di luar UU PPh, 
sedangkan penerapan alternatif MAAL dan DPT 
Australia hanya memerlukan perubahan atas UU PPh 
dengan menempatkan ketentuannya dalam GAAR. 
Sementara itu, penerapan alternatif optimalisasi PPN 
memerlukan perubahan ketentuan peraturan PPN 
terkait dengan pendaftaran, pemungutan, dan 
pelaporan PPN bagi penyedia layanan OTT asing. 
Perubahan ini diperlukan untuk dapat mengukuhkan 
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penyedia layanan OTT asing sebagai PKP sehingga 
harus memenuhi kewajiban PPN-nya. 

5.  KESIMPULAN DAN SARAN  
 

Ketentuan perpajakan untuk penyedia layanan 
OTT asing di Indonesia yang berlaku saat ini, penyedia 
layanan OTT asing hanya dapat dikenakan pajak 
penghasilan di Indonesia jika melakukan kegiatan 
usaha melalui BUT. Padahal, penentuan BUT bagi 
penyedia layanan OTT asing masih mengandalkan 
keberadaan fisik sebagaimana diatur dalam UU PPh 
dan P3B. Akibatnya, penyedia layanan OTT asing yang 
umumnya tidak memiliki keberadaan fisik di Indonesia 
sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai BUT, belum 
dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang 
diperolehnya dari Indonesia. Penyerahan barang dan 
jasa digital oleh penyedia layanan OTT asing kepada 
konsumen di Indonesia merupakan objek PPN yang 
wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan sendiri oleh 
konsumen (self assessment). Pada transaksi B2C 
penyerahan barang dan jasa digital, konsumen orang 
pribadi atau badan yang bukan PKP tidak memiliki 
insentif untuk memungut, menyetor, dan melaporkan 
PPN karena tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan. 
Akibatnya, sistem pemungutan PPN secara self 
assessment menjadi tidak efektif sehingga negara 
kehilangan banyak potensi penerimaan PPN dari 
transaksi B2C penyerahan barang dan jasa digital ini. 
Alternatif pemajakan bagi penyedia layanan OTT asing 
yang paling memungkinkan untuk diterapkan saat ini 
adalah optimalisasi PPN dengan mewajibkan penyedia 
layanan OTT asing mendaftarkan diri untuk dikukuhkan 
sebagai PKP.  

6.   IMPLIKASI DAN KETERBATASAN  
 

Penelitian tidak melakukan studi banding 
langsung terkait pembahasan alternatif-alternatif 
pemajakan bagi penyedia layanan OTT asing di negara-
negara lain. Kemudian, data penerimaan pajak yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber di 
internet. Pembahasan dalam penelitian ini hanya 
mencakup kebijakan unilateral yang telah dilakukan di 
negara Inggris, Australia, dan India. Pembahasan 
kebijakan pemajakan ekonomi digital belum mencakup 
kebijakan multilateral melalui Multilateral Instrument 
on Tax Treaty (MLI) yang saat ini masih berlangsung. 
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Tabel Perbandingan Berbagai Alternatif Pemajakan 

 
 DPT Inggris  MAAL dan DPT Australia Equalisation Levy India Optimalisasi PPN  
               Kelebihan:   Kelebihan:  Kelebihan:   Kelebihan:   
1. Potensi penerimaan 1. Potensi penerimaan 1. Mekanisme  1. Hak pemajakannya  
 pajak besar.   pajak besar.   pemajakannya jelas di Indonesia.  
         mudah.       
2. Pajak dikenakan 2. Pajak dikenakan 2. Pajak dikenakan 2. Potensi penerimaan  
 pada perusahaan  pada perusahaan  pada perusahaan dan   potensi loss  
 OTT.    OTT.    OTT.   jelas.    
3. Mendorong wajib 3. Mendorong wajib     3. Netral antara OTT  
 pajak untuk patuh.  pajak untuk patuh.     asing dan domestik  
            4. Tidak terkait tax  
            treaty.    

Kekurangan:  Kekurangan:  Kekurangan:  Kekurangan:   
1. Tidak sesuai prinsip 1. Tidak sesuai prinsip 1. Tidak sesuai prinsip 1. Pajak ditanggung  
 umum perpajakan  umum perpajakan  umum perpajakan oleh konsumen.   
 internasional.   internasional.   internasional      
2. Dapat melanggar tax 2. Dapat melanggar 2. Dapat melanggar tax 2. Harus mengubah  
 treaty.    tax treaty.   treaty   UU PPN.   
3. Harus membentuk 3. Harus mengubah 3. Harus membentuk     
 UU baru di luar PPh  UU PPh.   UU baru di luar PPh.     
4. Mekanisme  4. Mekanisme  4. Beban levy bisa     
 pemajakannya sulit  pemajakannya sulit  dialihkan  kepada     
 dan tidak pasti.   dan tidak pasti.  konsumen.      
                 


